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ABSTRAK : - bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah
tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa
Umum;

- Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730 ) ;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209 ); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817 );
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (
Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851 ); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran
negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4389 ); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (
Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4433 ); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (
Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844 ); Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004
tentang Jalan ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4444 ); Undang-Undang Nomor 25 Tahun



2007 tentang Penanaman Modal ( Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724 ); Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan ( Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4966 ); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5014 ); Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5025 ); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5038 ); Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049 );
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059 ); Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3258 ); Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ( Lembaran
Negara Tahun 1993 Nomor 63 ); Peraturan Pemerintah Nomor 44
Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ( Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 64 ); Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997
tentang Kemitraan ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara /nomor 3718 ); Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838 ); Peraturan Pemerintah
Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor
153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161 ); Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578 ); Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585 ); Peraturan Pemerintah
Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593 ) ; Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Barang Milik Negara / Daerah ( Lembaran Negara
Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609 ),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38



Tahun 2008 ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4855 ); Peraturan Pemerintah Nomor 34
Tahun 2006 tentang Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4655 ) ; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan ( Lembaran Negara
Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4702 );
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815 ) ; Keputusan Presiden Nomor 21
Tahun 1991 tentang Badan Urursan Piutang dan Leleng Negara;
Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4212 ) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor
72 Tahun 2004 ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4418 ); Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun
2007 tentang Kriteria Persyaratan dan Penyusunan Bidang Usha yang
Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di
Bidang Penanaman Modal; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun
2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern; Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang
Terminal Transportasi Jalan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-
DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan
Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging
(Meat Cutting Plant); Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor
20 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 14 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 17 );
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan ( Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran



Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 19 ); Peraturan Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyidik
Pegawai Negara Sipil Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten
Mojokerto Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 14 ); Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Mojokerto ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor
8 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2010 ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010
Nomor 4 ); Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Mojokerto ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor
9 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5
Tahun 2010 ( Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010
Nomor 5 );

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Bab I : Ketentuan Umum
Bab II : Retribusi Jasa Usaha
Bab III : Prinsip yang Dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Retribusi
Bab IV : Tata Cara Penghitungan Retribusi
Bab V : Wilayah Pemungutan
Bab VI : Penentuan Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan

Pembayaran
Bab VII : Penagihan dan Kadaluwarsa Penagihan
Bab VIII : Pemungutan Retribusi
Bab IX : Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Bab X : Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
Bab XI : Pemeriksaan
Bab XII : Insentif Pemungutan
Bab XIII : Penyidikan
Bab XIV : Sanksi Administratif
Bab XV : Ketentuan Pidana
Bab XVI : Ketentuan Penutup

STATUS

- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
- Ditetapkan pada tanggal 12 Mei 2011



- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1999 Nomor
11 Seri B); Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6
Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 2000 Nomor 6 Seri B)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor
4 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Daerah Kabupaten
Mojokerto Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah
Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 3 Seri C);
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 7 Tahun 2000
tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 2000 Nomor 7 Seri B) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2006
tentang Perubahan Kedua atas peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor
7Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan (Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 1 Seri C); Peraturan Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Rumah Potong
Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2006 Nomor 2 Seri C Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 ); Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2007 tentang Retribusi Pengujian Labolatorium Lingkungan (Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 3) ; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun
2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto nomor 1);
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha
Pariwisata dan Kebudayaan (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2001
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto nomor 1) ;
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


